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BUPATI TELUK WONDAMA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 

NOMOR  6 TAHUN 2018 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017  

TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

  

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan 

tidak terealisasi Pinjaman Daerah, maka terdapat 

pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2017 dan 

atau lanjutan pada tahun anggaran 2018 namun 

belum dapat terbayarkan, sehingga hal tersebut 

menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembayaran pada tahun 2018; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dalam 

hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban 

kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang 

telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, 

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja 

dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode 

rekening berkenaan;  
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  c. bahwa untuk penganggaran kembali pekerjaan yang 

telah selesai pada tahun anggaran 2017 dan atau 

lanjutan pada tahun anggaran 2018, perlu 

melakukan perubahan atas Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya 

ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan    

Lembaran    Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana mana telah 

diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 9  tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5678); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138); 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, 
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24. 

 

 

 

25. 

 

 

26. 

 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 

29. 

 

 

30. 

Polri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun atau 

Tunjangan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2015 Nomor 1);  

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 

Nomor 1); 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4); 

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita 

Daerah Tahun 2015 Nomor 7); 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita 

Daerah Tahun 2015 Nomor 8); 

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Tahun 2017 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR 6 

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018  

sebagai berikut: 

1. Pendapatan      Rp. 852,994,830,707,00 

2. Belanja      Rp. 927.532.657.962.00 

 Surplus/(defisit)              Rp.(71,529.925.956.00) 

3. Pembiayaan 
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a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

         Anggaran Sebelumnya      Rp.4,507,901,299,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah   Rp. 1,500,000,000,00  

Jumlah Pembiayaan Netto      Rp. 3,007,901,299,00       

 

Sisa/Lebih Pembiayaan 

Anggaran Berkenaan                                    Rp. (71.529.925.956,00) 

 
Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaiman tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Teluk Wondama. 

                                                                 Ditetapkan di Rasiei 

                                                                 pada tanggal 16 Februari 2018 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

 

                                                                                     TTD 
 
                                                                   BERNADUS A.IMBURI 

 

Diundangkan di Rasiei 

pada tanggal 16 Februari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

 
                                         TTD 

 
                               DENNY SIMBAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 6 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 

Drs. AMIRUDDIN 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19751028 199412 1 003 

                                                                           


